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BUPATI MINAHASA TENGGARA 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

NOMOR --,. TAHUN 2016 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pernerintah, perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara; 

b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 sebagaimana 

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Ka bu paten Minahasa Tenggara Tahun 2014- 

2018 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk 

mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun 

perencanaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Minahasa Tenggara tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Tenggara. 



Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Menetapkan 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41  Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: Per/20/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 

15.  Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 09 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara 

Tahun 2013-2018. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATJ TENTANG JNDIKATOR KINERJA UTAMA 

(IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA 

TENGGARA. 



B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. 
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, 
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan 
kelurahan dan lembaga lain. 

5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis 
operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau 
badan. 

� 6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, 
dan sasaran strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 
program dan kebijakan yang ditetapkan. 

7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan 
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan 

menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan. 
8. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan 

kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan infonnasi: ( 1 ) 

basil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah 
yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan secepat 
mungkin. 

9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 
1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 

10 .  Sasaran strategis adalah basil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. 

1 1 .  Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan 
atauAPBD. 
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